
 

 

 

  

  

 



 
 

 
 

WALI KOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM 
NOMOR  372  TAHUN 2026 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026 

 
WALI KOTA BATAM, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal                                

367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan 
Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Tahun 2026; 

Mengingat   :   1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880);  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 

3. Undang-Undang. . . 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); 

 

9. Peraturan. . . 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 

Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 

3); 

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019                
Nomor 7); 

16. Peraturan… 
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16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);  

17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);  

18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam 
Nomor 1722); 

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2026. 
 

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan 
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan. 

 
KEDUA  : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

 

a. BAB I  PENDAHULUAN 

b. BAB II  EVALUASI RENJA PERANGKAT 
DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN 
II TAHUN BERJALAN 

c. BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
PERANGKAT DAERAH 

d. BAB IV  PENUTUP 

 
KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai 
dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini. 

 
KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi: 

a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat 
Daerah; 

 

b. landasan… 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, 
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja 
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat 
daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan 
penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja 
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:  
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan 
Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, 
Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat 
Daerah menyempurnakan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan 
berpedoman pada surat edaran dan Perubahan RKPD. 

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman 
pada:  
a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor  Tahun 2026 Tentang Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, 

kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan. 
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:  

a. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan  
b. Penyajian Perubahan Renja Perangkat Daerah.  
Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:  
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  
b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan  
c.  penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah.  
Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut:  
a. pendahuluan;  
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b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;  
c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  
d. penutup. 

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam  Nomor 2 tahun 
2026 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Batam menyusun Dokumen Perubahan Rencana 
Kerja Tahun 2026 yang berpedoman kepada Dokumen Perubahan 
RKPD Kota Batam Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi 
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 
2026. 

 
 

1.2 Landasan Hukum 

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja 
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Batam sebagai berikut 

1. Undang -Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6178); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6794); 

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan terakhir 
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri 
nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemuktahiran Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 Tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395); 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/861 Tahun 
2026 tentang Perubahan Keempat atas Kepmendagri No. 050-
5889/2021 mengenai hasil verifikasi, validasi, inventarisasi, dan 
pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, serta nomenklatur perencanaan 
pembangunan dan keuangan daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 
Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam 
Nomor 130); 

23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024  tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025–2045 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025 -
2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136); 

25. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546); 

26. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 tahun 2025 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita 
Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614); 

27. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2025 tentang Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 
1630); 

28. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 
adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 
kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 
2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 yaitu:  

a. Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka 
ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi 
dan Misi Kepala Daerah.  
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b. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 
2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta 
Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, 
yaitu: 

 BAB I   PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
1.2  Landasan Hukum 
1.3  Maksud dan Tujuan 
1.4  Sistematika Penulisan 
 

BAB II  EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 
TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 
2.1  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan 

Triwulan II (Tahun Berjalan) 
2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 
 

BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 
BAB IV  PENUTUP 

4.1  Catatan Penting 
4.2   Kaidah Pelaksanaan 
4.3   Rencana Tindak Lanjut 
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BAB II  

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN 2026 

2.1    Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2026 

 Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan 

pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap 

Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target 

Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.  Realisasi Renstra 

Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat 

Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah 

sebagai berikut:  

2.1.1  Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 
hasil / keluaran yang direncanakan: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

1.1 
 
 
 
1.2 
 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
1.2.1  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

 

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
1.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 
 

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 
1.5.1 Pengadaan Mebel 
1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
 

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 
1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
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1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan   

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan   

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
 

 

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 
2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 

2.1.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 
2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 
2.1.3 
2.1.4 
 
2.1.5 
2.1.6 
 
2.1.7 

Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA
SKPD 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA
SKPD 
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD 

 2.1.8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 

 2.1.9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan 
Bidang Anggaran 

2.1.10 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

 

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 
2.2.1 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan 
Instansi Terkait 

2.2.2 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

 

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Daerah   
2.3.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan 
Semesteran 

2.3.2 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten/Kota 

2.3.3 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 

 

2.4  Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 
2.4.1 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 

 
 

2.5  Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi  Pemerintah 
Daerah Lingkup Keuangan Daerah 
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2.5.1 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 
 

 

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 
3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 

3.1.1 
3.1.2 

Penyusunan Standar Harga 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 
Daerah 

3.1.3 
 
3.1.4 

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 
Penatausahaan Barang Milik Daerah 

3.1.5 Inventarisasi Barang Milik Daerah 
3.1.6 Pengamanan Barang Milik Daerah 
3.1.7 Penilaian Barang Milik Daerah 
3.1.8 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 
3.1.9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 
Barang Milik Daerah 

3.1.10 
3.1.11 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
 

 

Program/kegiatan diatas tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran 
yang direncanakan dikarenakan output dari sub kegiatan tersebut 
merupakan laporan yang akan dilaporkan  di akhir tahun 2026, sedangkan 
untuk pengukuran Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan 
dilakukan sampai dengan Triwulan II (s.d Juni 2026). 
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Tabel 2. 1   Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026  s/d Triwulan II 

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam  

                                   
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

    

5      UNSUR PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

    

5 02     KEUANGAN     

5 02 01    PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai SAKIP BPKAD 73,69% 0% 0 

       Indeks Pelayanan Kesekretariatan 
Pada BPKAD Kota Batam 

90,82% 100% 110.11% 

5 02 01 02 01  Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Dokumen Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Yang 
Tersusun Sesuai Dengan Tahapan 
Dan Waktu 

100% 0% 0 

5 02 01 02 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 01 02 01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

3 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 01 02 02  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pegawai Yang Menerima 
Layanan Administrasi Keuangan 

100% 50% 50% 

5 02 01 02 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

102 Orang/Bulan 88 Orang/bulan 86.27% 

5 02 01 02 02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dokumen 6 Dokumen 50% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 01 02 05  Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase ASN Yang Di Tingkatkan 
Kompeten sinya 

100% 50% 50% 

5 02 01 02 05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan 

2 Paket 0 0 

5 02 01 02 05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

10 Orang 8 Orang 80% 

5 02 01 02 06  Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan 
Umum Perkantoran 

100% 85% 85% 

5 02 01 02 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

1 Paket 0 Paket 0% 

5 02 01 02 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

5 Paket 4 Paket 80% 

5 02 01 02 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

5 Paket 1 Paket 20% 

5 02 01 02 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

6 Paket 0 Paket 0% 

5 02 01 02 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 01 02 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan 6 Laporan 50% 

5 02 01 02 07  Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Realisasi Pengadaan 
Barang Milik Daerah Sesuai Rencana 
Kebutuhan 

100 % 50% 50% 

5 02 01 02 07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

1 Unit 0 Unit 0% 

5 02 01 02 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 37 Unit  15 Unit  40.54% 

5 02 01 02 07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

46 Unit 40 Unit 86.96% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 01 02 07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

2 Unit 0 Unit 0% 

5 02 01 02 08  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Realisasi Penyediaan 
Jasa Penunjang Sesuai Perencanaan 

100% 50% 50% 

5 02 01 02 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 01 02 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang disediakan 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 01 02 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 01 02 09  Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase Barang Milik Daerah 
Yang DiPelihara Dan Berfungsi 
Dengan Baik 

100 % 50% 50% 

5 02 01 02 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

4 unit 4 unit 100% 

5 02 01 02 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

3 unit 3 unit 100% 

5 02 01 02 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 
 
 
 
 

222 Unit 37 Unit 16.67% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 02    PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH 

Persentase Dokumen Anggaran yang 
disusun sesuai Ketentuan 

100% 50% 50% 

       Persentase penerbitan SP2D atas 
belanja APBD yang sesuai ketentuan 

100% 50% 50% 

       Persentase Perangkat Daerah yang 
menyusun laporan keuangan sesuai 
SAP dan Tepat Waktu 

100% 50% 50% 

5 02 02 02 01  Koordinasi dan Penyusunan Rencana 
Anggaran Daerah 
 

Persentase Kesesuaian Program 
Dokumen Penganggaran Terhadap 
Dokumen Perencanaan 

100% 50% 50% 

5 02 02 02 01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang 
Disusun 
 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
KUA dan Perubahan PPAS 

Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 
Perubahan PPAS yang Disusun 
 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
RKA-SKPD 

Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 45 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang 
Diverifikasi 

45 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
DPA-SKPD 

Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi 45 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 
Perubahan DPA-SKPD 

Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang 
Diverifikasi 

45 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran APBD 

Jumlah Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD 
 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD dan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan APBD 

Jumlah Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

 
5 02 02 02 01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta 

Kebijakan Bidang Anggaran 
Jumlah Dokumen Regulasi serta 
Kebijakan Bidang Anggaran 
 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Penganggaran Daerah 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
 

200 Orang 0 Orang 0% 

5 02 02 02 02  Koordinasi dan Pengelolaan 
Perbendaharaan Daerah 

Persentase Penatausahaan 
Keuangan Sesuai Ketentuan 

100 % 25% 25% 

5 02 02 02 02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan 
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan 
Pemotongan atas SP2D dengan Instansi 
Terkait 

Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi 
Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
serta Pemungutan dan Pemotongan 
atas SP2D dengan Instansi Terkait 
 

1 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Penatausahaan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
 

180 Orang 0 Orang 0% 

5 02 02 02 03  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Daerah 

Persentase Dokumen Laporan 
Keuangan SKPD yang Disusun 
dengan kategori baik 

100 % 50% 50% 

5 02 02 02 03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Bulanan, 
Triwulanan dan Semesteran 
 

11 Laporan 0  Laporan 0% 

5 02 02 02 03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, 
BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Laporan Keuangan SKPD, 
BLUD dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah yang 
Terkonsolidasi 
 

1 Laporan 1 Laporan 100% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 02 02 03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 

Jumlah Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota 

6 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 02 02 03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
 

116 Orang 0 Orang 0% 

5 02 02 02 04  Penunjang Urusan Kewenangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Persentase kebutuhan dana tidak 
terduga yang tersedia  
 

100% 0% 0% 

5 02 02 02 04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Dana Darurat dan Mendesak 
 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 02 02 05  Pengelolaan Data dan Implementasi 
Sistem Informasi Pemerintah Daerah 
Lingkup Keuangan Daerah 

Persentase Pengelolaan Data dan 
Implementasi Sistem Informasi 
Pemerintah  
 

100 % 50% 50% 

5 02 02 02 05 0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem 
Informasi Pemerintah Daerah Bidang 
Keuangan Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Implementasi 
dan Pemeliharaan Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 
Daerah 

1 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 03    PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH 

Ketepatan Waktu Penetapan 
Perencanaan Kebutuhan BMD 

Tepat Waktu Tepat Waktu 100% 

       Ketepatan Waktu penyampaian 
Pelaporan BMD 

Tepat Waktu Tepat Waktu 100% 

       Persentase Pencapaian Penerimaan 
atas target Pemanfaatan BMD 

100% 50% 50% 
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Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 03 02 01  Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Ketepatan Waktu 
Penetapan Perencanaan Kebutuhan 
BMD 

100% 50% 50% 

       Persentase Ketepatan Waktu 
penyampaian Pelaporan BMD 

100% 50% 50% 

       Persentase Realisasi Penerimaan 
atas target Pemanfaatan BMD 

100% 50% 50% 

5 02 03 02 01 0001 Penyusunan Standar Harga 
 

Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 

5 02 03 02 01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang 
Milik Daerah 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 03 02 01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 

2 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 03 02 01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah 
 

3 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 03 02 01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi 
(LHI) Barang Milik Daerah 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 03 02 01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 
Barang Milik Daerah 
 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 03 02 01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah dan Hasil 
Koordinasi Penilaian Barang Milik 
Daerah 
 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 03 02 01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
dan Pengendalian Pengelolaan Barang 
Milik Daerah 
 

1 Laporan 0 Laporan 0% 



     

PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM 16 

 

                                   
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja Capaian 
Program/Kegiatan/Sub 
Kegiatan (Renja 2026) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d Triwulan 

II (s.d Juni 2026) 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 
Target (%) 

 1 2 3 4 5 6 = 5/4*100 

5 02 03 02 01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah 

Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 
Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah 
 

1 Dokumen 0 Dokumen 0% 

5 02 03 02 01 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 
yang Disusun 

1 Laporan 0 Laporan 0% 

5 02 03 02 01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 

180 Orang 0 Orang 0% 
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Batam Tahun 2026 s/d  Triwulan II 

 

No 
Indikator 

Sasaran PD 

Target Kinerja 
Capaian Renstra 

Tahun 2026 

Realisasi/ Proyeksi 
Kinerja Capaian 

Renstra tahun 2026 
TW II  

Catatan 
Analisis 

Satuan Volume Satuan Volume 

1 2 3 4 5 

1 

Persentase 
Keselarasan 
antara 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 

Persentase 100 Persentase 0  

2 
Persentase 
Realisasi 
Belanja Daerah 

Persentase 100 Persentase 50  

3 

Persentase 
laporan OPD 
sesuai Standar 
Akuntansi 
Pemerintah 
(SAP) 

Persentase 100 Persentase 50  

4 
Indeks 
Pengelolaan 
Aset 

Nilai 2.01 Nilai 0  

5 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
pada BPKAD  

Nilai 90.82 Nilai 100  

 

2.3    Isu-Isu Penting/ Strategis Pelayanan Perangkat Daerah 

Isu–isu Penting/Strategis Pelayanan yang ada di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Regulasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset sangat dinamis 

sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya; 
2. Kompentensi dan kualitas SDM terbatas; 
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai; 
4. Penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD yang masih kurang optimal 

sehingga berimbas pada konsistensi dan singkronisasi APBD dengan 
dokumen Perencanaan Daerah; 

5. Pemahaman aparatur pengelola keuangan daerah yang belum 
menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 

 

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada 
hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan 
mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Batam Tahun 2026. 

Program, Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan 
(penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut :  

 
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
 

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 
2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 
2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 
2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Daerah   
2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah 
2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 
 

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 
3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 
 
 
 

Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 2026 meliputi 3 Program, 13 
Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 
85.102.969.736,69 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Dua Juta Sembilan 
Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Koma 
Enam Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan pada Perubahan Rencana Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun 
2026 meliputi 3 Program, 13 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan 
anggaran sebesar Rp. 50.285.872.589,00 (Lima Puluh Milyar Dua Ratus 
Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus 
Delapan Puluh Sembilan Rupiah). 
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Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 
memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub 
kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif 
yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.  
Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua 
rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan 
dan di entri pada Aplikasi SIPD-RI, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 
di bawah ini :  
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Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 
 

Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.01 PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ 

KOTA 

Nilai SAKIP BPKAD Nilai SAKIP BPKAD 74 73.69 30.785.518.127,56 30.232.056.358,00 (553.461.769,56) 

 

 

 - Indeks Pelayanan 

Kesekretariatan 

Pada BPKAD Kota 

Batam 

0 90.82     

5.02.01.2.01 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Yang 

Tersusun Sesuai 

Dengan Tahapan 

Dan Waktu 

Persentase 

Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Yang 

Tersusun Sesuai 

Dengan Tahapan 

Dan Waktu 

100% 100% 11.636.000,00 11.876.000,00 240.000,00  

5.02.01.2.01.0001 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 5.182.400,00 5.302.400,00 120.000,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

1 Laporan 3 Laporan 6.453.600,00 6.573.600,00 120.000,00  

5.02.01.2.02 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase Pegawai 

Yang Menerima 

Layanan 

Administrasi 

Keuangan  

Persentase Pegawai 

Yang Menerima 

Layanan 

Administrasi 

Keuangan  

100% 100% 25.562.681.147.00 24.323.291.390,00 (1.239.389.757,00)  

5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

102 

Orang/Bulan 

88 

Orang/Bulan 

25.423.961.147,00 24.209.771.390 ,00 (1.214.189.757,00)  

5.02.01.2.02.0002 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

 

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

12 Dokumen 12 Dokumen 138.720.000,00 113.520.000,00 (25.200.000,00)  

5.02.01.2.05 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase ASN 

Yang Di Tingkat 

kan 

Kompetensinya  

Persentase ASN 

Yang Di Tingkat 

kan 

Kompetensinya  

100% 100% 529.382.500,00 296.912.000,00 (232.470.500,00)  

5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapan 

nya 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapan 

Jumlah Paket 

Pakaian Dinas 

beserta Atribut 

Kelengkapan 

2 Paket 0 paket 197.562.500,00 0,00 (197.562.500,00)  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

   

5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

10 Orang 24 Orang 331.820.000,00 296.912.000,00 (34.908.000,00)  

5.02.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase 

Pemenuhan 

Pelayanan Umum 

Perkantoran  

Persentase 

Pemenuhan 

Pelayanan Umum 

Perkantoran 

100% 100% 2.753.792.280,56 3.583.473.768,00  829.681.484,44  

5.02.01.2.06.0001 Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Disediakan 

1 Paket 1 Paket 25.714.000,00 25.714.000,00 0,00  

5.02.01.2.06.0002 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan 

5 Paket  11 Paket 797.961.500,00 1.364.461.500,00 566.500.000,00  

5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

5 Paket 5 Paket 130.382.400,00  131.282.400,00 900.000,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

6 Paket 10 Paket 689.389.600,00  921.889.600,00 232.500.000,00  

5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang 

Undangan yang 

Disediakan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

2 Dokumen 2 Dokumen 14.037.600,00 14.037.600,00 0,00  

5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

12 Laporan 12 Laporan 1.096.307.180,56 725.843.143,00 (370.464.037,56) 

 

 

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase 

Realisasi Pengad 

aan Barang Milik 

Daerah Sesuai 

Rencana Kebutu 

han  

Persentase 

Realisasi Pengad 

aan Barang Milik 

Daerah Sesuai 

Rencana Kebutu 

han  

100 % 100 % 1.427.114.200,00 1.522.743.200,00 95.629.000,00  

5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendara 

an Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Unit 

Kendaraan Peroran 

gan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jumlah Unit 

Kendaraan Peroran 

gan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

1 Unit 1 Unit 484.095.000,00 500.000.000,00 15.905.000,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

 Jabatan yang 

Disediakan 

Jabatan yang 

Disediakan 

5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

Jumlah Paket Mebel 

yang Disediakan 

 

37 Unit  18 Unit 185.356.300,00 74.651.400,00 (110.704.900,00)  

5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan 

Jumlah Unit 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang 

Disediakan 

 

46 Unit  71 Unit 639.562.900,00  829.991.800,00 190.428.900,00  

5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

Jumlah Unit Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

 

2 Unit 2 Unit 118.100.000,00 118.100.000,00 0,00  

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase 

Realisasi 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Sesuai 

Perencanaan 

Persentase 

Realisasi 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Sesuai 

Perencanaan  

 

100% 100% 68.612.000,00  36.160.000,00  (32.452.000,00)  

5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

1 Laporan 1 Laporan 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00  



 

PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM 25 

 

Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

 

5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

disediakan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

disediakan 

1 Laporan 2 Laporan 18.912.000,00 5.160.000,00 (13.752.000,00)  

5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

1 Laporan 12 Laporan 48.620.000,00 29.920.000,00 (18.700.000,00)  

5.02.01.2.09 Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Persentase Barang 

Milik Daerah Yang 

Di Pelihara Dan 

Berfungsi Dengan 

Baik 

Persentase Barang 

Milik Daerah Yang 

Di Pelihara Dan 

Berfungsi Dengan 

Baik 

100 % 100 % 432.300.000,00

  

457.600.000,00 25.300.000  

5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

4 unit 4 unit 146.230.000,00  160.910.000,00 14.680.000  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

 

3 unit 3 unit 109.430.000,00 120.050.000,00 10.620.000,00  

5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

Jumlah Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara 

222 Unit 222 Unit 176.640.000,00  176.640.000,00  0,00  

5.02.02 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN 

DAERAH 

Persentase 

Dokumen Angga   

ran yang disusun 

sesuai Ketentuan 

Persentase 

Dokumen Angga   

ran yang disusun 

sesuai Ketentuan 

100% 100% 50.489.411.709,13 14.737.378.031,00 (35.752.033.678,13)  

  - Persentase 

penerbitan SP2D 

atas belanja APBD 

yang sesuai 

ketentuan 

100% 100%     

  - Persentase 

Perangkat Daerah 

yang menyusun 

laporan keuangan 

sesuai SAP dan 

Tepat Waktu 

100% 100%     
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.02.2.01 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rencana Anggaran 

Daerah 

Persentase 

Kesesuaian 

Program Dokumen 

Penganggaran 

Terhadap Dokumen 

Perencanaan 

Persentase 

Kesesuaian 

Program Dokumen 

Penganggaran 

Terhadap Dokumen 

Perencanaan 

 

100% 100% 2.187.690.200,00

  

2.252.574.200,00 64.884.000,00  

5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan 

Penyusunan KUA 

dan PPAS 

Jumlah Dokumen 

KUA dan PPAS yang 

Disusun 

Jumlah Dokumen 

KUA dan PPAS yang 

Disusun 

2 Dokumen 2 Dokumen 203.300.000.00 203.600.000.00 300.000,00  

5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

Jumlah Dokumen 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

yang Disusun 

Jumlah Dokumen 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

yang Disusun 

 

2 Dokumen 2 Dokumen 159.800.000,00 157.340.000,00 (2.460.000,00)  

5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi RKA-SKPD 

Jumlah RKA-SKPD 

yang Diverifikasi 

Jumlah RKA-SKPD 

yang di Verifikasi 

45 Dokumen 45 Dokumen 43.298,600,00 43.298,600,00 0,00  

5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan 

RKA-SKPD 

Jumlah Perubahan 

RKA-SKPD yang 

Diverifikasi 

Jumlah Perubahan 

RKA-SKPD yang 

Diverifikasi  

 

 

45 Dokumen 45 Dokumen 48.976.200,00 48.976.200,00 0,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi DPA-SKPD 

Jumlah DPA-SKPD 

yang Diverifikasi 

Jumlah DPA-SKPD 

yang Diverifikasi 

45 Dokumen 45 Dokumen 226.221.000,00 218.721.000,00 (7.500.000,00)  

5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan 

DPA-SKPD 

 

Jumlah Perubahan 

DPA-SKPD yang 

Diverifikasi 

Jumlah Perubahan 

DPA-SKPD yang 

Diverifikasi  

45 Dokumen 45 Dokumen 211.929.600,00 204.429.600,00 (7.500.000,00)  

5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

tentang APBD dan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran APBD 

Jumlah Peraturan 

Daerah tentang 

APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

APBD 

Jumlah Peraturan 

Daerah tentang 

APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

APBD 

 

2 Dokumen 2 Dokumen 503.351,200.00 495.851.200.00 (7.500.000,00)  

5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

Jumlah Peraturan 

Daerah tentang 

Perubahan APBD 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

Jumlah Peraturan 

Daerah tentang 

Perubahan APBD 

dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

 

2 Dokumen 2 Dokumen 493.899.600,00 490.149.600,00 (3.750.000,00)  

5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Jumlah Dokumen 

Regulasi serta 

Jumlah Dokumen 

Regulasi serta 

2 Dokumen 2 Dokumen 105.588,000.00  74.038.000,00 (31.550.000,00) 
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

Regulasi serta 

Kebijakan Bidang 

Anggaran 

Kebijakan Bidang 

Anggaran 

Kebijakan Bidang 

Anggaran 

 

5.02.02.2.01.0013 Pembinaan 

Perencanaan 

Penganggaran 

Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Penganggaran 

Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Penganggaran 

Daerah Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 

200 Orang 400 Orang 191.326,000.00 316.170.000,00 124.844.000,00 

 

 

5.02.02.2.02 Koordinasi dan 

Pengelolaan 

Perbendaharaan 

Daerah 

Persentase 

Penatausahaan 

Keuangan Sesuai 

Ketentuan 

Persentase 

Penatausahaan 

Keuangan Sesuai 

Ketentuan 

100 % 100 % 535.512.200,00

  

119.095.600,00 (416.416.600,00) 

 

 

5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas 

serta Pemungutan 

dan Pemotongan atas 

SP2D dengan 

Instansi Terkait 

Jumlah Dokumen 

Hasil Rekonsiliasi 

Data Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

serta Pemungutan 

dan Pemotongan 

atas SP2D dengan 

Instansi Terkait 

Jumlah Dokumen 

Hasil Rekonsiliasi 

Data Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

serta Pemungutan 

dan Pemotongan 

atas SP2D dengan 

Instansi Terkait 

 

1 Dokumen 1 Dokumen 17.874.200,00  5.155.600,00 (12.718.600,00) 

 

 

5.02.02.2.02.0011 Pembinaan 

Penatausahaan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

180 Orang 180 Orang 517.638.000,00 113.940.000,00 (403.698.000,00) 
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan 

Penatausahaan 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Pembinaan 

Penatausahaan 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

 

5.02.02.2.03 Koordinasi dan 

Pelaksanaan 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan Daerah 

Persentase 

Dokumen Laporan 

Keuangan SKPD 

yang Disusun 

dengan kategori 

baik 

Persentase 

Dokumen Laporan 

Keuangan SKPD 

yang Disusun 

dengan kategori 

baik 

100 % 100 % 536.585.600,00

  

651.177.000,00 114.591.400,00  

5.02.02.2.03.0003 Koordinasi 

Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Bulanan, Triwulanan 

dan Semesteran 

Jumlah Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Bulanan, 

Triwulanan dan 

Semesteran 

Jumlah Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Bulanan, 

Triwulanan dan 

Semesteran 

 

11 Laporan 11 Laporan 52.644.000,00 53.394.000,00 750.000,00  

5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan 

Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan 

Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

yang Terkonsolidasi 

Jumlah Laporan 

Keuangan SKPD, 

BLUD dan Laporan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah 

yang Terkonsolidasi 

1 Laporan 1 Laporan 39.734.000,00  40.574.000,00 840.000,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

 

5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

dan Rancangan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

dan Rancangan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD 

Kabupaten/Kota 

6 Dokumen 6 Dokumen 220.937.000.00 221.537.000,00 600.000,00  

5.02.02.2.03.0011 Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Akuntansi, 

Pelaporan dan 

Pertanggungjawaban 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

116 Orang 100 Orang 223.270.600,00 335.672.000,00 112.401.400,00 
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan 

Kewenangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Persentase kebutu 

han dana tidak 

terduga yang 

tersedia 

Persentase kebutu 

han dana tidak 

terduga yang 

tersedia 

100% 100% 46.679.320.709,13 11.328.897.231,00 (35.350.423.478,13) 

 

 

5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana 

Darurat dan 

Mendesak 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengelolaan 

Dana Darurat dan 

Mendesak 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengelolaan 

Dana Darurat dan 

Mendesak 

1 Laporan 1 Laporan 46.679.320.709,13 11.328.897.231,00 (35.350.423.478,13) 

 

 

5.02.02.2.05 Pengelolaan Data 

dan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah 

Lingkup Keuangan 

Daerah 

Persentase 

Pengelolaan Data 

dan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pemerintah 

Persentase 

Pengelolaan Data 

dan Implementasi 

Sistem Informasi 

Pemerintah 

100 % 100 % 550.303.000,00

  

385.634.000,00 (164.669.000,00) 
 

 

5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Bidang Keuangan 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Hasil Implementasi 

dan Pemeliharaan 

Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah 

Bidang Keuangan 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Hasil Implementasi 

dan Pemeliharaan 

Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah 

Bidang Keuangan 

Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 550.303.000,00  385.634.000,00 (164.669.000,00) 
 

 

5.02.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

BARANG MILIK 

DAERAH 

Ketepatan waktu 

penetapan 

Perencanaan 

Kebutuhan BMD 

Ketepatan waktu 

penetapan 

Perencanaan 

Kebutuhan BMD 

Tepat waktu Tepat waktu 3.828.039.900,00 5.316.438.200,00 1.488.398.300,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

 Ketepatan Waktu 

penyampaian 

Pelaporan BMD 

Ketepatan Waktu 

penyampaian 

Pelaporan BMD 

Tepat waktu Tepat waktu     

  Persentase 

Pencapaian 

Penerimaan atas 

target Pemanfaatan 

BMD 

Persentase 

Pencapaian 

Penerimaan atas 

target Pemanfaatan 

BMD 

100% 100%     

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Persentase 

Terlaksananya 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

 

Persentase 

Ketepatan waktu 

penetapan 

Perencanaan 

Kebutuhan BMD 

100% 100% 3.828.039.900,00

  

5.316.438.200,00 1.488.398.300,00  

Persentase 

Ketepatan Waktu 

penyampaian 

Pelaporan BMD 

100% 100% 

Persentase 

Realisasi 

Penerimaan 

atas target 

Pemanfaatan BMD 

100% 100% 

5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar 

Harga 

Jumlah Standar 

Harga yang Disusun 

Jumlah Standar 

Harga yang Disusun 

 

2 Dokumen 2 Dokumen 362.320.000,00 463.520.000,00 101.200.000,00 
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.03.2.01.0003 Penyusunan 

Perencanaan 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 94.419.900,00 95.019.900,00 600.000,00 

 

 

5.02.03.2.01.0004 Penyusunan 

Kebijakan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Kebijakan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Kebijakan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 63.091.500,00 64.105.500,00 1.014.000,00  

5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik Daerah 

3 Laporan 3 Laporan 442.360.400,00  306.171.400,00 (136.189.000,00)  

5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Inventarisasi 

(LHI) Barang Milik 

Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Inventarisasi 

(LHI) Barang Milik 

Daerah 

 

1 Laporan 1 Laporan 50.558.800,00 51.833.800,00 1.275.000,00  

5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengamanan 

Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengamanan 

Barang Milik Daerah 

1 Laporan 1 Laporan 1.430.745.600,00 2.443.145.600,00 1.012.400.000,00  

5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Penilaian 

Barang Milik Daerah 

dan Hasil Koordinasi 

Penilaian Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Penilaian 

Barang Milik Daerah 

dan Hasil Koordinasi 

Penilaian Barang 

Milik Daerah 

1 Laporan 1 Laporan 504.872.000.00 896.228.000,00 391.356.000,00  
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Kode 

PROGRAM / 

KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / 

KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 

(SUB OUTPUT) 

TARGET PAGU Ket 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih  

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan 

Pengendalian 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Hasil Pengawasan 

dan Pengendalian 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

1 Laporan 1 Laporan 436.788.500,00  513.530.000,00 76.741.500,00  

5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan 

Penghapusan Barang 

Milik Daerah 

Jumlah Dokumen 

Hasil Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

Pemusnahan, dan 

Penghapusan 

Barang Milik Daerah 

Jumlah Dokumen 

Hasil Optimalisasi 

Penggunaan, 

Pemanfaatan, 

Pemindahtanganan, 

pemusnahan dan 

penghapusan 

Barang Milik daerah 

1 Dokumen 1 Dokumen 149.995.200,00  

 

 

 

189.456.000,00 39.460.800,00  

5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah 

Jumlah Laporan 

Barang Milik Daerah 

yang Disusun 

Jumlah Laporan 

Barang Milik Daerah 

yang disusun 

1 Laporan 1 Laporan 40.410.000,00 40.950.000,00 540.000,00 

 

 

5.02.03.2.01.0013 Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Pembinaan 

Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

180 Orang 180 Orang 252.478.000,00 252.478.000,00 0,00  

 JUMLAH 85.102.969.736.69 50.285.872.589,00 (34.817.097.147,69)  
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BAB IV 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan 
berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Batam Tahun 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi 
daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026. 
Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan 
fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 
Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 
Triwulan II. 

 
4.1   Catatan Penting 
 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah 
yang membidangi urusan terkait pengelolaan keuangan daerah, Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam masih mempunyai 
sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan 
kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.  

  
4.2   Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 
 

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2026, 
maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan 
ditetapkannya renja ini, maka: 
1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan  Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2026; 

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan 
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk 
mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. 

 
4.3    Rencana Tindak Lanjut 
 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan 
untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan 
memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk 
menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen 
pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program 
dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 




